BAB V
KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diperoleh setelah melaksanakan
kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia

Farma 52 adalah sebagai berikut.

1. Apotek merupakan salah satu fasilitas kesehatan dan
merupakan tempat dilaksanakannya praktek kefarmasian oleh
apoteker dengan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup
masyarakat sekitar

2. Seorang calon apoteker harus mampu berperan aktif dalam
pelayanan kefarmasian kepada pasien yaitu dengan
melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi serta mampu
memberikan pelayanan swamedikasi demi tercapainya
pengobatan yang rasional.

3. Mengetahui bahwa seorang apoteker harus dapat
melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewajiban secara
profesional, disiplin, berwawasan luas, dan dapat menjalin
hubungan kerjasama dengan tenaga kesehatan lainnya.

4. Selain praktek kefarmasian, apoteker juga bertanggung jawab
sebagai manager di suatu apotek, apoteker harus dapat
mengatur perencanaan dan pengadaan obat serta sumber daya
manusia yang ada di apotek tersebut.

5. Pelayanan resep maupun non-resep yang diberikan harus
dikendalikan dengan baik mulai dari awal dan diverifikasi

secara berlapis agar tidak ada kesalahan dalam pelayanan
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PKPA telah membantu calon apoteker untuk dapat
memberikan wawasan keadaan yang terjadi di lapangan kerja
di apotek. Melalui PKPA calon apoteker telah mendapat
pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan praktis mengenai

pelayanan kefarmasian dan sistem managerial di apotek.



BAB VI
SARAN

Saran yang dapat disampaikan dari hasil Praktek Kerja Profesi
Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma 52 yang dilaksanakan
pada tanggal 24 Juli — 26 Agustus 2017 adalah sebagai berikut:

1. Calon apoteker harus melatih diri untuk dapat peduli,
berempati, dan cermat terhadap pasien agar pelayanan
kefarmasian dapat berjalan dengan optimal.

2. Calon apoteker hendaknya berperan aktif dalam
melaksanakan semua kegiatan PKPA agar dapat memperoleh
semua informasi sehingga dapat menambah wawasan,
pengetahuan dan keterampilan dalam pelayanan dan
pengelolaan apotek.

3. Pemantauan terapi pasien dan kegiatan telepharma harus lebih
digalakkan lagi untuk membantu meningkatkan kualitas terapi
pada pasien dan menonjolkan peran apoteker terhadap
masyarakat luas

4. Apoteker sebaiknya lebih memperkenalkan diri sebagai
apoteker saat KIE dan tidak hanya menyampaikan cara
penggunaan obat tetapi juga menyampaikan efek samping dan
terapi non farmakologi yang dapat dijalankan oleh pasien
serta menunjukkan tanggal kadaluwarsa dari obat yang

didapat oleh pasien. .
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